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BUPAU PURIYOREJO
PROVINSI JA1VA TENGATI

PERATURAN BUPATI PURWORRIO
NOMOR AT TAHUN 2[/22

TENTANG

KELEMBAGAAN DAN TATA CARA PE}iIYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI

BUKAN BENDAHARA ATAU PE.IABAT LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWORF^IO,

Menimbang: bahwa unhrk melaksanakan ketentuan Pasal 56
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun
2Ol8 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian
Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara
atau Pejabat [.ain, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Purworejo tentang Kelembagaan dan Tata Cara
Penyelesaian Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri
Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun t945;

2. Undang.Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daeratr-Daeratr Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang
Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O

tentang Cipta Kerja (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/ Daerah
terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau
Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 593a);

1

,! ,l'p 
l'.1

t\ 4

t t,t
,td

1
't r1 n

Y){
1

,lThis PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.57&t=9


,

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Iembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun
2018 Tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian
Barang Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara
atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol9 Nomor 16U;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 23
Tahun 2OL6 tentang Tuntutan Perbendaharan dan
Ganti Kerugian Daerah (kmbaran Daerah Kaupaten
Purworejo Tahun 2016 Nomor 23 Seri E Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG KELEMBAGAAN
DAN TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN
DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN
BENDAHARA ATAU PE.JABAT LAIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati seb"gai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daeratr Kabupaten Purworejo yang

selanjutnya disingkat DPRD adalah adalah lembaga perwakilan
ralryat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

5. Perangkat Daerah adalatr unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Aparat Pengawas Fungsional Intern adalah Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jendral, Inspektorat
Provinsi Jawa Tengah dan Inspektorat Daerah.

7. Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo yang selanjutrya
disebut Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas
penyelenggaraan Pemerintah Daerah dipimpin oleh Inspektur
Daerah yang dalam meliaksanakan tugasnya bertanggungiawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daeratr.

8. Inspektur Daerah Kabupaten Punnrorejo yang selanjutnya
disebut Inspektur Daerah adalah Kepala Inspektorat Daerah.

2

L7

{
,al

fl rl 13

t
12

^

11

+
*.1 9

f
8

t
t 7t I t\ I

I
,/ 2

/0This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.57&t=9


9. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK
adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya
disingkat SKPKD, adalah Perangfuat Daerah pada Pemerintatr
Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga
melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

12. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalatr pejabat yang berwenang untuk
menyelesaikan Kerugian Daerah.

13. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang di singkat TPKD adalah
tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah
dari PNS non Bendahara.

14. M4ielis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang
selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang
ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan
pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.

15. Sekretariat Majelis adalah Sekretariat Majelis Pertimbangan
Penyelesaian Kerugian Daerah.

16. Unit kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang
melaksanakan satu atau beberapa program dari Perangkat
Daerah yang bersangkutan.

17. Kerugian Daerah adalatr kekurangan uang, surat berharga, dan
barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat
perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

18. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang
dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau
pejabat Lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian
Daeratr.

19. Barang adalah semua kekayaan pemerintah Daerah baik yang
dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak
maupun tidakbergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang
merupakan satuan yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau
ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali
uang dan surat-surat berharga lainnya.

20. Pegawai adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang
setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat oleh
pejabat ytrLg berwenang, dan diseratri tugas dalam suatu
jabatan Negara atau diserahi tugas Negara lainnya yang
ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan.

21. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil
Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia yang bekerja/diserahi tugas selain
tugas bendahara.
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22. Pihak yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara
atau Pejabat L^ain yang berdasarkan hasil pemeriksaan
menimbulkan kerugian Daerah.

23. Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara
pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak
termasuk Bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.

24. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang
menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum
kekayaan karena meninggalnya pewaris.

25. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang karena
kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyatakan
sesuatu hal peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat
dipertanggungi awabkan.

26. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian Daerah yang
ditimbulkan oleh tuntutan perbendaharaan untuk sementara
dita.ngguhkan karena yang bersang!<utan meninggal dunia
tanpa ahli waris, melarikan diri atau tidak diketahui alamatnya.

27. Pembebasan adalatr membebaskan/meniadakan kewajiban
seseoranguntuk membayar hutang kepada Daerah yang
menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar
pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih
darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah.

28. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan Daerah dari
administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu
membayar) seluruhnya atau sebagran dan apabila dikemudian
hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan
ditagih kembali.

29. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian Daerah yang
harus dikembalikan kepada Daerah oleh Pegawai yang terbukti
menimbulkan kerugian Daerah.

30. Surat Keterangan Tanggung Jawab Muflak, yang selanjutnya
disingkat SKTJM adalah Surat pernyataan pertanggungiawaban
pegawai untuk mengembalikan kerugian Daerah, disertai
jaminan minimal sama dengan nilai kerugian Daerah,
dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan dan surat kuasa
menjual.

31. Surat Keputusan Pembebanan Sementara yang selanjutnya
disebut SKP2K adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh
Bupati tentang pembebanan penggantian sementara atas
kerugian Daerah sebagai dasar untuk melaksanakan sita
jaminan.

32. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya
disingkat SK PBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan
oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pemberian
kesempatan kepada bendahara untuk mengajukan keberatan
atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian
Daerah.

33. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara
yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat
oleh Bupati dalam hal SKTJM tidak munglin diperoleh.

34. Hari adalah hari kerja.
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BAB II

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Kelembagaan Penyelesaian Tuntutan Kerugian Daerah meliputi:
a. PPKD;
b. TPKD;
c. Majelis;
d. Sekretariat TPKD; dan
e. Sekretariat Majelis.

Bagian Kedua
PPKD

Pasal 3

Bupati sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan Kerugian
Daerah yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD, pimpinan
dan anggota lembaga nonstruktural, serta Pegawai Negeri Bukan
Bendahara di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

(1) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas
dan wewenang:
a. melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;
b. membentuk dan menetapkan TPKD;
c. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD;
d. memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada Badan

Pemeriksa Keuangan;
e. membentuk dan menetapkan Majelis;
f. menetapkan SKP2KS;
g. menetapkan SKP2K; dan
h. melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian

Kerugian Daerah.

(21 T\rgas dan wewenang PPKD sebagairnana dimaksud pada ayat
(1), dilaksanakan oleh Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum
Daerah kecuali tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e, huruf g, dan huruf h.

(3) Pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala SKPKD sebagai
Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (21,
tidak berlaku apabila Kerugian Daerah dilakukan oleh Kepala
SKPKD.
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Bagran Ketiga
TPKD

Pasal 5

(1) Bupati selaku PPKD membentuk TPKD untuk menyelesaikan
tuntutan Kerugian Daerah.

(21 Pembentukan TPKD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Kepala
SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah atas nama Bupati.

(3) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan
wewenang:
a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian

Daerah;
c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri

Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan
sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah;

e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Bupati melalui
kepala SKPKD untuk memberikan pendapat/ tarrggapan.

(4) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat {1), terdiri atas
Inspektur Daerah selaku ketua; Kepala SKPKD sebagai anggota,
Kepala Bagian Hukum sebagai anggota, dan Pejabat lainnya di
lingkup unit kerja SKPKD dan Inspektorat Daerah sebagai
anggota.

Bagian Keempat
Majelis

Pasal 6

(1) Bupati selaku PPKD membentuk Majelis untuk melakukan
penyelesaian Kerugian Daerah.

(2'l Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), meliputi:
a. bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau

kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat
I"ain;

b. pihak Yang Merugikan lPengampu/Yang Memperoleh
Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas
penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan
SKTJM; atau

c. penerimaan atau keberatan Pihak yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris
atas penerbitan SKP2KS. 
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(3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan se'iap
tahun dengan Keputusan Bupati.

(41 Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah
5 (lima) orang terdiri atas Sekretaris Daerah sebagai ketua
merangkap anggota, Inspektur Daerah sebagai anggota, Kepala
SKPKD sebagai anggota, Kepala Perangkat Daerah yang
men€rngani urusan pemerintahan daerah bidang kepegawaian
sebagai anggota dan Kepala Bagran Hukum Sekretariat Daerah
sebagai anggota.

Pasal 7

(1) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1),
mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan
kepada PPKD yang dilaksanakan melalui sidang.

(2) Majelis dalam sidang penyelesaian Kerugian Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (21 huruf a,
mempunyai tugas dan wewenang:
a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang

merugikan/Penganpu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris
dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian
Daerah;

b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang
memiliki keahlian tertentu;

c. memeriksa bukti yang disampaikan;
d. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan

pemeriksaan ulang;
e. menyetqiui atau tidak menyetujui laporan hasil

pemeriksaan ulang oleh TPKD;
f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat

berharga, dan/atau Barang Milik Daerah;
g. melaporkan hasil sidang kepada Bupati; dan
h. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian

Kerugian Daerah.

(3) Majelis dalam sidang penyelesaian Kerugian Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (21 huruf b,
mempunyai tugas dan wewenang:
a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang

jaminan;
b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah

kepada instansi yang menangani pengurusan piutang
negara/daeratr;

c. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
d. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian

Kerugian Daerah.

7

,t "l 7 V 13

I .+

,t4 lml

t
9 ,t 7

* \ I
4 I f2 ,l

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.57&t=9


(4) Majelis dalam sidang penyelesaian Kerugian Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (21 huruf c,
mempunyai tugas dan wewenang:
a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat

diperolehnya SKTJM;
c. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya,

menerima/menolak sebagian keberatan dari Pihak yang
Merugikan/ Pengampu /yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris;

d. memeriksa bukti;
e. memeriksa dan meminta keterangan pihak yang

Merugikan/Pengampu/YangMemperoleh Hak/Ahli Waris
dan/atau pihak yang mengetahui te{adinya Kerugian
Daerah;

f. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang
memiliki keatrlian tertentu;

g. melalui Bupati selaku PPKD dapat meminta TPKD untuk
melakukan pemeriksaan ulang;

h. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian
Kerugian Daerah;

i. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat
berharga, dan/atau Barang Milik Daerah;

j. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
k. melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian

Kerugian Daerah.

Bagian Kelima
Sekretariat

Paragraf I
Sekretariat TPKD

Pasal 8

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagamaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (21, TPKD dibantu oleh
Sekretariat.

{21 Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan
dengan Keputusan Inspektur Daerah selaku ketua TPKD.

(3) Sekretariat TPKD berkedudukan di Inspektorat Daerah dengan
keanggotaan berasal dari Inspektorat Daerah.

Pasal 9

Dalam rangka melaksanakan penyelesaian Kerugian Daerah,
sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) mempunyai
tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada TPKD
sebagai berikut:
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a. membantu kelancaran pelaksanaan tugas TPKD;
b. membantu, menerima, mencatat, mengumpulkan, mengelola dan

menatausahakan kasus - kasus tuntutan ganti rugr;
c. membantu menyiapkan dan menyampaikan undangan sidang

TPKD;
d. membantu pelaksanaaan sidang/rapat TPKD untuk penyelesaian

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
e. membantu menyiapkan, mengumpulkan, menyusun data/berkas

dalam proses penyelesaian Kerugian Daerah;
f. menyiapkan laporan hasil pelaksanaan penyelesaian Kerugian

Daerah kepada Inspektur Daerah.

Paragraf 2
Sekretariat Mqielis

Pasal 1O

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagamaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (U, Majelis dibantu oleh
Sekretariat Mqjelis.

(2) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan
dengan Keputusan Kepala SKPKD.

(3) Sekretariat Majelis berkedudukan di SKPKD dengan
keanggotaan berasal dari SKPKD.

Pasal I I

Dalam rangka melaksanakan penyelesaian Kerugian Daerah,
sekretariat majelis sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1)
mempunyai tugas memberikan dukungan teloris dan administrasi
kepada Majelis sebagai berikut:
a. membantu kelancaran pelaksanaan tugas M4ielis;
b. membantu menyiapkan dan menyampaikan undangan sidang

Majelis;
c. mempersiapkan surat permohonan permintaan

keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian
tertentu;

d. mempersiapkan surat panggilan;
e. mempersiapkan dokumen SKP2K
f. mempersiapkan surat penugasan PPKD;
g. menJrusun agenda jadwal sidang majelis;
h. membantu pelaksanaaan sidang Majelis untuk penyelesaian

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
i. membantu menyiapkan, mengumpulkan, menyusun data/berkas

dalam proses penyelesaian kerugian daerah;
j. menyiapkan laporan hasil pelaksanaan sidang penyelesaian

kerugian daeratr kepada PPKD.
k. menyiapkan laporan hasil pelaksanaan penyelesaian kerugian

daeratr kepada Bupati dan Kementerian Dalam Negeri secara
periodik.
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BAB III

TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pemeriksaan Kerugian Daerah Oleh TPKD

Pasal 12

(1) PPKD wajib menindaklanjuti setiap informasi terjadinya
Kerugian Daerah dengan didahului verilikasi informasi.

(21 Verilikasi setiap informasi Kerugian Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal ayat (1) untuk memastikan indikasi
Kerugian Daerah

Pasal 13

(1) Verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah yang
melibatkan Pegawai Negeri Bukan Bendahara di [ngkungan
Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah.

(2) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan
dan anggota DPRD, verilikasi atas setiap informasi Kerugian
Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD.

(3) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan kepala
Perangkat Daerah atau kepala SKPKD, verifikasi atas setiap
informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris
Daerah.

(4) Dalam hal informasi Kerugian Daeratr melibatkan Sekretaris
Daerah, verifikasi atas informasi Kerugian Daerah
dilaksanakan oleh Bupati.

(5) Dalam hat informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan
dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai APBD,
verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan
oleh kepala sekretariat lembaga nonstruktural yang
bersangftutan.

Pasal 14

(1) Hasil verilikasi atas indikasi Kerugian Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 dilaporkan kepada Bupati paling lama
4 (empat) hari sejak diterimanya informasi terjadinya Kerugian
Daerah.

(21 Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,
Bupati memberitatrukan kepada BPK paling lama 3 (tiga) hari
setelah diterimanya laporan.
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Pasal 15

(1) Dalam hal terdapat indikasi Kerugian Daerah sesuai dengan
laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (1), PPKD membentuk TPKD paling lama 7 (tujuh) hari
sejak diterimanya laporan.

{21 TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menyelesaikan pemeriksaan Kerugian Daerah paling lama 7
(tujuh) hari sejak dibentuk.

Pasal 16

(1) TPKD dapat meminta pertimbangan tenaga ahli untuk
menghitung nilai Kerugian Daerah.

12) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (l), berasal dari
instansi pemerintah atau non pemerintah yang memiliki
kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 17

(1) TPKD menyampaikan hasil pemeriksaan sementara Kerugian
Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli waris paling lama 2 (dua) hari setelatr
pemeriksaan berakhir.

(2) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh
Hak/Ahli Waris dapat memberikan tanggapan terhadap hasil
pemeriksaan sementara Kerugian Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dengan dilampiri dokumen pendukung.

(3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (21

disampaikan kepada TPKD paling lambat 14 (empat belas) hari
sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan.

(41 TPKD memberikan jawaban paling lama 2 (dua) hari sejak
tanggapan sebagaimana dimaksud ddam ayat (3) diterima.

(5) Dalam hal TPKD menerima dan menyetujui tanggapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKD memperbaiki hasil
pemeriksaan.

(6) Berdasarkan perbaikan hasil pemeriksaan ssfoagaimana
dimaksud pada ayat (5), TPKD menyampaikan laporan
perbaikan hasil pemeriksaan kepada Kepala SKPKD paling
lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggapan disetujui.
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l,7l Dalam hat TPKD menolak tanggapan sebagaimana dimaksud
pada ayat (21, TPKD melampirkan tanggapan atau klarifikasi
Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoteh Hak/Ahli
Waris tersebut dalam hasil pemeriksaan.

(8) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (71, TPKD melaporkan kepada Kepala SKPKD paling lambat
7 (tujuh) hari sejak tanggapan ditolak.

(9) Dalam hal TPKD tidak menerima tanggapan sebagaimana
dimaksud pada ayat l2l, dianggap tidak ada keberatan atas hasil
pemeriksaan.

(10) Dalam hal TPKD tidak menerima tanggapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (21, TPKD menyampaikan laporan hasil
pemeriksaan kepada Kepala SKPKD paling lambat 3 (tiga) hari
sejak TPKD tidak menerima tanggapan.

Pasal 18

(1) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 ayat (5), ayat (7), dan ayat (9) menyatakan bahwa:
a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang

disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai
Negeri Bukan Bendahara; atau

b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan
disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai
Negeri Bukan Bendahara.

{21 l"aporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, paling sedikit memuat
a. pihak yang bertanggung jawab atas teg'adinya Kerugian

Daerah; dan
b. jumlah Kerugian Daerah.
c. dasar penugasan TPKD;
d. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian

Daerah;
e. kategori perbuatan yang mengakibatkan Kerugian Daerah

yaitu perbuatan melangqar hukum atau lalai;
f. jenis obyek Kerugian Daerah;
g. jumlah Kerugian Daerah;
h. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
i. kesimpulan

(3) l.a.poran hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, paling sedikit memuat jumlah kekurangan
uang/ surat berharga I bararrg.
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Pasal 19

(1) PPKD menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan
TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) sebagai
berikut:
a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.

(21 Dalam hal laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) disetujui, pejabat yang diberi
kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ke PPKD paling lama
2 (dua) hari.

(3) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (U tidak disetujui, PPKD segera
menugaskan TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang
terhadap materi yang tidak disetujui paling lama 3 (tiga) hari.

(41 TPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ulang
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beserta bukti pendukung
kepada Kepala SKPKD, untuk mendapatkan pendapat atas
hasil pemeriksaan ulang atas laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3).

Bagian Kedua
Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan Surat

Keterangan Tanggung Jawab Muflak

Pasal 2O

(1) Dalam hal PPKD menyetqiui laporan hasil pemeriksaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, PPKD
segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan
penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan.

(21 Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau
meninggal dunia, penggantian Kerugian Daerah beralih kepada
Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

(3) Dalam penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
penggantian Kerugian Daerah, TPKD mengupayakan surat
pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa
kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia
mengganti Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM.
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(4) Proses penuntutan penggantian Kerugian Daerah dalam bentuk
SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3
(tiga) hari sejak diterimanya surat penugasan.

(5) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit
memuat:
a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang

Memperoleh Hak/Ahli Waris;
b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daeratr;
d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
e. pernyataan dari Pihak yang Merugikan/

Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa
pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.

(6) Bentuk format dan isi SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat
5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(71 Pernyataan penyeratran barang jaminan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) huruf e, disertai dengan:
a. daftar barang yang menjadi jaminan;
b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang

diiaminkan; dan
c. surat kuasa menjual.

Pasal 21

(1) SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2O ayat (5) yang
ditandatangani oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/AhU Waris tidak dapat ditarik kembali.

(21 Dalam rangka penggantian Kerugian Daerah sesuai dengan
SKTJM, Pihak Yang Merugikan/Pengarnpu/Yang Memperoleh
Hak/AhU Waris dapat menjual barang yang telah terdaftar
dalam daftar barang yang menjadi jaminan s,sfagaimana
dimaksud dalam Pasal 2O ayat (6) huruf a setelah mendapat
persetujuan dan di bawah pengawasan PPKD.

Pasal 22

(1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh
Hak/Ahli Waris melakukan penggantian Kerugian Daerah
berdasarkan SKTJM sebrgaimana dimaksud dalam Pasal 20
ayat (5).

(2) Penggantian Kerugian Daeratr sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan secara Tunai atau angsuran.
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Pasal 23

(1) Dalam hal Kerugian Daerah sebrgai akibat perbuatan
melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/AhU Waris wajib mengganti Kerugian Daerah
paling lama 9O (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM
ditandatangani.

(21 Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian,Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib
meng8ranti Kerugian Daerah pating lama 24 (dua puluh empat)
bulan sejak SKTJM ditandatangarri.

Pasal 24

(1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris Kerugian Daerah akibat kelalaian
mengajukan perpanjangan waktu, Bupati sesuai dengan
kewenangan dapat menetapkan jangka waktu selain
ss[agaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat {21.

(3)

Perpanjangan waktu ssfagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pengajuan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (l), disampaikan kepada Bupati melalui kepala SKPKD
selaku pejabat yang diberi kewenangan PPKD paling lama 1

(satu) bulan sebelum jatuh tempo berakleir.

(41 Kepala SKPKD memberikan pertimbangan kepada Bupati
berdasarkan permohonan perpanjangan waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), paling lama 5 (lima) hari setelah
pengajuan perpanjangan waktu diterima.

Pasal 25

Perpanjangan jangka waktu yang melebihi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) meliputi:
a. keadaan kahar;
b. sakit yang membutuhkan perawatan intensif yang dibuktikan

(21

dengan
kondisi

surat keterangan dokter/rumah sakit; dan
ekonomi tidak yang dibuktikan dengan suratc mampu

terkait.keterangan dari instansi

Bagian Ketiga
Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan Surat

Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

Pasal 26

Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat
(3) tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan
kepada PPKD atau Kepala SKPKD.
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(21 PPKD atau Kepala SKPKD menerbitkan SKP2KS paling larlaa 7
(tujuh) hari setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

(3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (21 paling sedikit
memuat:
a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang

Memperoleh Hak/Ahli Waris;
b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
c. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
d. cara dan jangla waktu pembayaran Kerugian Daerah;dan
e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang

Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris
yang dapat dirjadikan jaminan.

f. Jangka waktu keberatan atau pembelaan atas kerugian
daerah

(4) Bentuk format dan isi SKP2KS sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagran
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

(1) PPKD atau Kepala SKPKD menyampaikan SKP2KS kepada
Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli
Waris pding lama 3 (tiga) hari sejak SKP2KS ditandatangani.

(21 Penyampaian SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dibuktikan dengan tanda terima dari Pihak Yang
Merugikan / Pengampu /Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris.

(3) PPKD atau Kepala SKPKD membuat berita acara, dalam hal
Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli
Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima.

(4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
ditandatangani oleh ketua TPKD dan PPKD atau Kepala SKPKD
dengan memuat keterangan Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak
bersedia menandatangani tanda terima setelah SKP2KS
disampaikan.

(5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
disampaikan oleh PPKD atau Kepala SKPKD kepada Majelis
sebagai pertimbangan ddam sidang.

Pasal 28

Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS
dibayarkan secara Tunai paling lama 90 (sembilan puluh) hari
kalender sejak diterbitkannya SKP2KS.
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Pasal 29

(1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita
jaminan.

(2) Pengajuan pelaksanaan sita 3aminan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dia.iukan oleh Bupati kepada instansi yang
berwenang.

(3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan oleh instansi yang
berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3O

(1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh
Hak/AhU Waris dapat menerima atau menga$ukan keberatan
SKP2KS paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya
SKP2KS.

(21 Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disampaikan secara tertulis kepada PPKD atau Kepala SKPKD
dengan disertai bukti.

(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tidak menunda kewajiban Pihak Yang
Merugikan / Pengampu /Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris untuk
mengganti Kerugian Daerah.

Bagran Keempat
Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Majelis

Pasal 31

(1) Dalam hal berdasarkan sidang Kerugian Daerah keberatan
Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Attli
Waris atas penerbitan SKP2KS diterima seluruhnya, Majelis
memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk melakukan:
a. pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
b. penghapusan:

l. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang
berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau pejabat lain; dan /atau

2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada
dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau
Pejabat L,ain yang digunakan dalam penyelenggaraan
tugas pemerintatran.
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(2) Berdasarkan pertimbangan ssfoagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, PPKD:
a. menetapkan keputusan pembebasan tanggungiawab atas

Kerugian Daerah.
b. mengusulkan penghapusan:

1. uang, surat berharga, dartf atau barang milik daerah yang
berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau pejabat Lain; dan/atau

2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada
dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendatrara atau
Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan
tugas pemerintahan.

(3) Keputusan pembebasan tanggungiawab atas Kerugian Daerah
sefagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a, paling sedikit
memuat:
a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang

Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari Kerugian
Daerah;

b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang
milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri
Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang
dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam
penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat
[.ain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas
pemerintahan; dan

c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan:
1. uang, surat berharga, danf atau barang milik daerah yang

berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau

2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada
dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau
Pejabat t"ain yang digunakan dalam penyelenggaraan
tugas pemerintatran, bukan disebabkan perbuatan

, melanggar hukum atau lalai

(4) Bentuk format dan isi Keputusan Pembebasan Tanggungiawab
kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagan tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) Ketentuan tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 huruf b, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 32

(1) PPKD berdasarkan pertimbangan Majelis menerbitkan SKP2K
paling lama 14 (empat belas) hari sejak Majelis menetapkan
putusan hasil sidang.
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(21 SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (21 paling sedikit
memuat:
a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang

Memperoleh Hak/Ahli Waris;
b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
c. perintatr untuk mengganti Kerugian Daerah;
d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah;dan
e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang

Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris
yang dapat diiadikan jaminan.

(3) Bentuk format dan isi SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), tercantum dalam l^ampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

(1) SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 disampaikan
kepada:
a. Badan Pemeriksa Keuangan;
b. Majelis; dan
c. Pihak Yang Merugikan /Pengampu/Yang Memperoleh

Hak/Ahli Waris.

(21 Dokumen SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.

(4) Bentuk format dan isi SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH

Pasal 34

(1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, dilakukan
penentuan nilai atas berkurangnya:
a. barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai

Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;dan /atau
b. barang bukan milik daerah yang berada dalam

penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat
Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas
pemerintahan.
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{21 Penentuan nilai ssfagaiman4 dimaksud pada ayat (1),
didasarkan pada:
a. nilai buku; atau
b. nilai wajar atas barang yang sejenis.

(3) Dalam hal nilai buku atau n-ilai wajar dapat ditentukan, nilai
barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggr di antara
kedua nilai tersebut.

Pasal 35

(1) TPKD dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki
kompetensi untuk menghitung nilai wajar suatu barang milik
daerah.

(21 Pihak yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), berasal dad instarrsi pemerintahan atau non
pemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Dalam hal barang milik daerah telah diasuransikan, nilai Kerugian
Daerah dihitung berdasarkan selisih antara nilai wajar atau nilai
buku dengan nilai yang ditanggung pihak asuransi.

Pasal 37

(1) Setiap kekurangan uang, surat berharga, atau barang milik
daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai yang
sudah ditentukan nilai Kerugian Daerah, PPKD melakukan
pengakuan pembebanan Kerugian Daerah.

(21 Pengakuan pembebanan Kerugian Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), berdasarkan dokumen SKTJM, SKP2KS
atau SKP2K.

BAB V
PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Bagran Kesebelas
Penagihan

Pasal 38

(1) Kepala SKPKD melaksanakan penagihan atas penyelesaian
Kerugian Daerah kepada Pihak Yang
Merugikan / Pengampu /Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris.
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(2) psnagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan
SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K yang dilakukan dengan surat
penagihan.

(3) Surat penagrhan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2),diterbitkan oleh Kepala SKPKD paling lama 7 (tujuh) hari
sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.

(4) Surat penagrhan yang didasarkan pada SKP2KS
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
a. Identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang

Memperoleh Hak/Ahli Waris;
b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan

jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS;
c. tata cara pembayaran; dan
d. tanggal jatuh tempo pembayaran.

(5) Surat penagihan yang didasarkan pada SKTJM dan SKP2K
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
a. identitas Pihak Yang Merugikan /Pengampu/Yang

Memperoleh Hak/Ahli Waris;
b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan

jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM
atau SKP2K;

c. jumlatr Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan
jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K;

d. tata cara pembayaran; dan
e. tanggal jatuh tempo pembayaran.

(5) Bentuk format dan isi surat penagihan ssfagaimana dimaksud
pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(6) Surat penagihan sebagaimana pada ayat (3), disampaikan
kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh
Hak/Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari setelah surat
pena gihan diterbitkan.

Pasal 39

(1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah
yang berdasarkan dokumen SKTJM sesuai dengan jangka waktu
yang tertuang dalam SKTJM.

l2l Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu
pembayaran sebagaimana yarag tertuang dalam SKTJM belum
memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan surat
teguran tertulis.
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Pasal 4O

(1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat
(2), ditakukan secara bertahap dimulai dengan diterbitkannya
surat peringatan pertama, dan peringatan kedua.

(21 Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender
sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam
SKTJM.

(3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan /Peagampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya
sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud
pada ayat(21, diberikan peringatan kedua.

(4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya
sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), menjadi dasar pernyataan wanprestasi
untuk selanjutnya penyelesaiannya diproses penerbitan
SKP2K atas SKTJM wanprestasi oleh Majelis.

(5) Surat penagihan yang didasarkan pada SKP2KS
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
a. Identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang

Memperoleh Hak/Ahli Waris;
b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan

jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS;
c. jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan

te{adinya kerugian daerah;
d. daftar barang milik pihak yang memgikan yang dapat

diiadikan jaminan pengembalian kerugian daerah; dan
e. lembaga yang men€rngani urusan piutang/ utang negara di

daeratr.

(6) Bentuk format dan isi SKP2K atas SKTJM wanprestasi
ssfuagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 41

(1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah
yang berdasarkan dokumen SKP2KS sesuai dengan jangka
waktu yang tertuang dalam SKP2KS.
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(21 Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu
pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS belum
memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan teguran
tertulis.

(3) Dalam hal SKP2K ditetapkan sebelum batas waktu
pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS,
penyelesaian Kerugian Daerah mengikuti sebagaimana
tercantum dalam SKP2K.

Pasal 42

(1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat
(21, dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat
peringatan pertama dan peringatan kedua.

(2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender
sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam
SKP2KS.

(3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/AhU Waris belum memenuhi kewajibannya
sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.

(4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah
setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), menjadi dasar pertimbangan keputusan Majelis.

Pasal 43

(1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah
yang berdasarkan dokumen SKP2K sesuai dengan jangka waktu
yang tertuang dalam SKP2K.

(21 Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/AhU Waris sampai dengan batas waktu
pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K belum
memenuhi kewajibannya, kepal,a SKPKD memberikan surat
teguran tertulis.

Pasal 44

(1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat
(21, dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat
peringatan kesatu dan peringatan kedua.
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(21 Peringatan pertarna selagaimana dimaksud pada ayat (l),
disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tqiuh) hari kalender
sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam
SKP2K.

(3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya
sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud
pada ayat (21, diberikan peringatan kedua.

(4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah
setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), Bupati menyerahkan penyelesaian Kerugian Daerah
kepada instansi yang menangani piutang negara di wilayahnya.

Bagian Keduabelas
Penyetoran

Pasal 45

(1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh
Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Daeratr ke rekening
Kas umum daerah berdasarkan surat penagihan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3).

(21 Penyetoran ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan melalui:
a. bank;
b. lembaga keuangan bukan bank atau kantor pos; atau
c. bendahara penerimaan.

(3) Dalam hal penyetoran dilakukan melalui bendahara
penerimaan ssfoagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf c,
bendahara penerimaan menyetorkan ke rekening kas umum
daerah paling lama 1 (satu) hari.

(4) Penyetoran ganti kerugian daerah yang telah lunas diterbitkan
surat keterangan lunas

(5) Bentuk, format, dan isi surat keterangan lunas tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dalam peraturan ini.
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Bagian Ketigabelas
Sidang Majelis

Paragraf 1

Umum

Pasal 46

(1) TPKD melaporkan hasil pemeriksaan kepada M4ielis dan kepada
Bupati atas kerugian daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh
TPKD.

(21 TPKD menyampaikan berkas dan dokumen kerugian daerah
kepada Majelis untuk diproses lebih lanjut.

(3) Majelis melakukan sidang penyelesaian kerugian daerah yang
tidak dapat ditindaklanjuti oleh TPKD dan penyelesaian
kerugian daerah yang bukan disebabkan perbuatan melanggar
hukum atau lalai yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain.

(4) Sidang dilaksanakan untuk:
a. memeriksa dan mewanwancarai pihak yang

Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh hak/Ah[ Waris
dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian
Daerah;

b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang
memiliki keatrlian tertentu;

c. memeriksa bukti yang disampaikan;
d. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan

pemeriksaan ulang;
e. menyetqjui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan

ulang oleh TPKD;
f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat

berharga, dan/atau barang milik daerah; dan
g. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian

Kerugian Daerah.

(5) Setiap hasil sidang Majelis dituangkan dalam Berita Acara yang
ditandatangani oleh anggota yang hadir.

Pasal 47

(1) Materi Sidang tuntutan ganti kerugian daerah meliputi :

a. meminta keterangan/tanggapan /kJanfikasi sebab terjadinya
Kerugian Daerah dengan wawancara kepada
penanggungiawab kerugian daerah yang dituangkan dalam
hasil pemeriksaan;
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b. menghitung jumlah Kerugian Daerah dengan dibantu oleh
tim penilai atau pihak yang memiliki kompetensi;

c. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri
Bukan Bendahara atau Pejabat [.ain yang dapat dirjadikan
sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah.

{21 Materi Sidang Majelis meliputi :

a. pemeriksaan kembali terhadap kejadian Kerugian Daerah;
b. memeriksa bukti dan dokumen pendukung Kerugian Daerah.

Paragraf 2
Tata Cara Sidang

Pasal 48

Tata cara sidang meliputi:
a. pemanggilan;
b. pemeriksaan; dan
c. putusan.

Pasal 49

(1) Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a,
dilakukan secara sah, dengan surat panggilan kepada Pihak
Yang Merugikan ke alamat kantornya atau alamat tempat
tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui
disampaikan di tempat kediaman terakhir.

(21 Penyampaian surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diberi tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah dari
Pihak Yang Merugikan.

(3) Penyerahan
penerimaan.

surat panggilan dibuktikan dengan tanda

Pasal 5O

(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b,
dilakukan oleh Majelis melalui persidangan.

(21 Ketua Mqielis memimpin pemeriksaan di sidang Majelis.

(3) Jika Pihak Yang Merugikan telatr dipanggil secara sah tetapi
tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan
tidak dapat dilangsungkan dan ketua sidang memerintahkan
agar Pihak Yang Merugikan dipanggil sekali lagi.

(4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan lebih dari satu orang dan ada
yang tidak hadir, pemeriksaan dilakukan terhadap Pihak Yang
Merugikan yang hadir. 
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(5) Pihak Yang Merugikan yang tidak hadir dalam sidang tanpa
alasan yang sah dipanggil oleh ketua Majelis pada sidang
berikutnya seba gai kesempatan terakhir.

Pasal 51

(1) Pemeriksaan dalam sidang dilakukan melalui;
a. permintaan keterangan oleh Majelis kepada Pihak yang

merugikan;
b. pembelaan oleh Pihak Yang Merugikan; dan/atau
c. pengajuan saksi, saksi ahli, bukti-bukti tertulis atau

dokumen lainnya atau petunjuk lainnya.

{21 Apabila pemeriksaan tidak selesai dalam waktu 1 (satu) hari,
maka pemeriksaan dilanjutkan pada hari berikutnya atau hari
lainnya yang ditetapkan oleh pimpinan Majelis berdasarkan
kesepakatan anggota Majelis dan Pihak Yang Merugikan.

(3) Setelah proses pemeriksaan selesai, ketua sidang menyatakan
pemeriksaan ditutup.

Pasal 52

(1) Putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c, dapat
berupa:
a. pengenaan Ganti Kerugian Daerah; atau
b. pembebasan atau penghapusan penggantian Kerugian

Daerah.

(21 Putusan pengenaan Ganti Kerugian Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan apabila dari hasil
pemeriksaan, terbukti dan terdapat nilai kerugian daeratt
dan/atau terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja
maupun lalai dan keberatan/pembelaan diri yang bersangkutan
tidak diterima.

(3) Putusan pembebasan atau penglrapusan penggantian kerugian
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
ditetapkan apabila dari hasil pemeriksaan, Majelis berpendapat
bahwa tidak terdapat/tidak cukup bukti, dan/atau tidak
terdapat nilai Kerugian Daerah, dan/atau tidak terdapat
perbuatan melawan hukum baik sengqia maupun lalai, dart
keberatan/pembelaan diri yang bersangkutan diterima.

(71 Format, bentuk dan isi putusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal 53

(1) Sekretaris Majelis mencatat seluruh kejadian dalam
persidangan dan membuat berita acara sidang, yang berisi hal-
hal penting yang berhubungan dengan jalannya sidang.

(2) Berita acara sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
ditandatangani oleh ketua Majelis, seluruh anggota Mqjelis dan
sekretaris Mqielis.

(3) Ketua Majelis melaporkan hasil pelaksanaan sidang dan
menyampaikan pertimbangan kepada Bupati selaku PPKD
untuk:
a. menerbitkan SKP2K; atau
b. usulan pembebasan atau penghapusan penggantian

Kerugian Daerah; dan/atau
c. pertimbangan lainnya.

(4) la.poran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan
paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan ditetapkan dengan
dilengkapi dokumen hasil pemeriksaan.

(5) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak putusan
ditetapkan, Bupati harus menerbitkan SKP2K atau pembebasan
atau penghapusan penggantian Kerugian Daerah.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Purworejo Nomor 47 Tah:urr 2Ol2 tentang Tata Cara Penyelesaian
Ganti Kerugian Negara dar, I atau Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun 2Ol2 Nomor 47 Seri E Nomor 41), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

,( '1 ? ?
,il

1
x,

-t
"4 T tr

9

t
7

f^
5

t T 4

I

^

2 I ,/

28

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.57&t=9


Agar setiap orang mengetatruinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 27 br. 2122

BUPATI PURWORE.IO ,i

f-'eus BASTIAN

Diundangkan di Punvorejo
pada tanggal 21 bl ?|l22

I SEKRETARIS DAERAH PURWORE.JO,

? SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWORF^IO
TAHUN 2a22NOMOR 22 SERII NOMOR lE
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWORE.IO
NOMOR:32
TENTANG

wm

KELEMBAGAAN DAN TATA CARA
PEI\TYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN
BENDAHARA ATAU PRIABAT LAIN

FORMAT, BENTUK DAN ISI SURAT, KEPUTUSAN DAN PUTUSAN
DALAM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP

PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PE.IABAT LAIN

A. SKTJM

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM)

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
NIP
Pangkat/ Golongan
lTempat/ Tgl t"ahir
Alamat

1)

Menyatakan batrwa saya bertanggungiawab atas kerugian
Daerah sebesar Rp (.....dengan huruf......), yakni kerugian

Kerugian tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan
jumlah tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten
Purworejo dalam jangka waktu 4o (empat puluh) hari sejak saya
menandatangani SKTJM ini.

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan barang-
barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai
berikut:
1

2 3)

Apabila dalam janska waktu 40 (empat puluh) hari setelah
saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti
seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Daerah dapat mer{ual atau

tersebut.
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Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sebenar-
benarnya dan tidak akan saya tarik kembali.

Mengetahui: Purworejo, .......... .......4)

Materai

(Nama Pihak Yang Merugikan)
Saksi-Saksi:
1

2
7l

Petunjuk Pengisian:

1. Diisi identitas lengt<ap pihak yang merugikan yang
menandatangani SKTJM.

2. Diisi jumlah Kerugian Daerah yang te{adi dan perbuatan yang
dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat
I"ain shg mengakibatkan terjadinya Kerugian Daerah.

3. Diisi daftar barang milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau
Pejabat Lain yang diiadikan jaminan atas pelunasan Kerugian
Daerah.

4. Diisi nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani
5. Diisi nama Perangkat Daerah yang bersangkutan dan

ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah.
6. Diisi nama Kepala Perangkat Daerah, pangkat dan NIP.
7. Diisi nama dua orang saksi dari Pemeriksa BPK atau lingkungan

Perangkat Daerah yang bersangkutan yang menyaksikan
penandatanganan S KTJM.
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B. SKP2KS

KOP BUPATI

KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR:

TENTANG

PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN DAERAH SEMENTARA

BUPATI PURWORF^IO,

Menimbang
1l

.....dst.
Mengingat

2l

.....dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU Membebani saudara / i....... 3) sebesar Rp............4)

(.....dengan huruf......) atas Kerugian Daerah yang
disebabkan. .......s)

KEDUA Mewajibkan saudara/i ........3) sebagaimana
Diktum Kesatu untuk mengembalikan sejumlah
uang dimaksud secara tunai paling lama 90
(sembilan puluh) hari sejak ditetapkan Keputusan
ini.

KETIGA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian
tersebut, berikut daftar harta kekayaan milik
saudara/i......3);

4..
b.. :::::: ] 7l

Memberi kesempatan kepada Saudara/i
sbagaimana Diktum Kesatu untuk mengajukan
keberatan atau diri atas

KEEMPAT
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KELIMA

KEENAM

daerah dalama jangka waktu 14 (empat belas) hari
kerja terhitung setelah menerima keputusan ini.

Apabila sampai dengan batas waktu 14 (empat
belas) hari kerja tersebut saudara/i sebagaimana
Diktum Kesatu tidak mengajukan keberatan atau
pembelaan diri atas Kerugian Daeratr, maka akan
segera diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan
Penggantian Kerugian.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal

BUPATI PURWORE"IO,

Petunjuk Pengisian:
1) Diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang

menjadi alasan/ tujuan/ kepentingffi/ pertimbangan tentang
perlunya ditetapkan keputusan ini.

2l Diisi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar
hukum ditetapkannya keputusan ini.

3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan NIP
bagi Pegawai Negeri bukan bendahara, dan identitas lain bagi
pejabat lain.

4) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah.
5) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga

mengakibatkan terjadinya kerugian daerah
6) Diisi dengan perintah sita jaminan atas daftar harga s,sfagaimana

Diktum KETIGA kepada instansi yang berwenang datam hal
dianggap perlu.

7l Diisi nama tan
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C. SKP2K

KOP BUPATI

KEPUTUSAN BUPATI PURWORRIO
NOMOR:.

TENTANG

PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP
SAUDARA /1......rt

BUPATI PURWORRIO,

Menimbang l
I

2t

.dst.
Mengingat

3l

.dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU Membebani saudara /i .........1) sebesar Rp..........4)

(......dengan huruf.......) atas kerugian daerah
yang disebabkan........s)

KEDUA Mewajibkan kepada Saudara/i sebagaimana
diktum KESATU untuk mengganti Kerugian
Daerah sebagaimana tercantum dalam Diktum
KESATU ke Rekening Kas Umum Daerah.......7l
meIaIui...................8) paling lambat........e)
(....dengan huruf......) hari sejak keputusan ini
ditetapkan.

KETIGA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian
tersebut, berikut daftar harta kekayaan milik
saudara/i......u;
4........
b........ 1

6l

Apabila saudara/i sebagaimana Diktum KESATU,
tidak mengganti kerugian sejumlah dan sampai
batas wal<tu sebagaimana Diktum KETIGA, maka
hak penaeihan akan diserahkan kepada .......1o)

KEEMPAT

.7

{ '1 ? 'a I i t',1

3
,l t 7

9,
t:! t\ 4

I l 0 I
34

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.57&t=9


KELTMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal

BUPATI PURWORE.JO,

1U

Petunjuk Pengisian:
1) Diisi nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor

induk kepegawaian anggota.
2l Diisi uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi

alasan/ tujuan/ kepentingffrl pertimbangan tentang perlunya
ditetapkan keputusan ini.

3) Diisi peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum
pengeluaran keputusan yang tinglatannya sama atau lebih
tinggr.

+l Diisi jumlah Kerugian Daerah.
5) Diisi jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan

Kerugian Daerah.
6) Diisi daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat

dijadikan jaminan pengembalian Kerugian Daerah.
7l Diisi nama Pemerintah Daerah.
8) Diisi tempat pembayaran (bank/bendahara

penerimaan/lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk).
9) Diisi batas walctu pembayaran
10) Diisi nama Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang

Menangani urusan piutang/utang Negara di Daerah.
1l) Diisi nama Bupati tanpa gelar.
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D. KEPUTUSAN PEMBEBASAN TANGGUNGJAWAB KERUGIAN DAERAH

KOP BUPATI

KEPUTUSAN BUPATI PURWORE.]O
NOMOR:.

TENTANG

PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP SAUDARA/I...... U

BUPATI PURWORE^IO,

Menimbang l 2l

......dst.
Mengingat Ia

......dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU Terdapat kelmrarrgarr uang, surat berharga dalrrl

atau barang milik daerah sebesar Rp...........s)
(........dengan huruf.....) yang menjadi tanggung
jawab Saudara/i ......t1 di lingkungan .........6)

KEDUA Saudarali sebagaimana diktum KESATU tidak
terbukti melakukan perbuatan melawan hukum
baik sengaja maupun lalai sehingea tidak dapat
dimintakan pertanggungiawaban atas kerugian
daerah yang terjadi.

KETIGA Membebaskan sefoagaiman4 Diktum KESATU
dari kewajiban untuk mengganti kerugian daerah
dengan nilai sebagaimana tercantum dalam
diktum KESATU.

KEEMPAT
.......71
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KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal

BUPATI PURWORF^IO,

8)

Petunjuk Pengisian:
1) Diisi nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk

kepegawaian anggota.
2) Diisi uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi

aLasan/ tujuan/ kepentingm/ pertimbangan tentang perlunya
ditetapkan keputusan ini.

3) Diisi peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum
pengeluaran keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggr

4l Diisi nama jabatan yang menandatangani keputusan.
5) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah.
6) Diisi nama SKPD dimana pihak yang merugikan ditempatkan.
7l Diisi hal lain yang dianggap perlu, seperti pihak yang merugikan

sudah melakukan kewajibanlpembayaran dan berapa yang harus
dikembalikan pemda kepada yang berangkutan apabila sudah
melakukan pembayaran.

8) Diisi dengan narna Bupati tanpa gelar.

37

,rt "l l15,l? ,q
T \

,t
\

9

r t
7

fr
5

i T ,] l 2

(
,l

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.57&t=9


E. SKP2KATAS SKTJM WANPRESTASI

KOP BUPATI

KEPUTUSAN BUPATI PURWORE.-IO
NOMOR:.

TENTANG

PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
TERHADAP SAUDARA/I u

BUPATI PURWORF^IO,

Menimbang I,
dst.

Mengingat ]a
dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU Membebani saudara/i ............4) sebesar

Rp.............sl (..........dengan huruf...........) atas
kerugian daerah yang disebabkan. . . . . . . . .. . . .61

KEDUA Sebagai jaminan atas penggantian kerugian
daerah, berikut daftar harta kekayaan milik
saudara/ i sebagaimana diktum kesatu :

1

2
n

KETIGA Menyerahkan hak penagihan kepada..........8),
paling lambat 30 (tiga puluh] hari sejak keputusan
ini ditetapkan.
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KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal

BUPATI PURWORF^IO,

e)

*) coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian:
1) Diisi nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk

kepegawaian / anggota,.
2) Diisi uraian singkat mengenai fakta dan keadaetrr yar:g menjadi

alasan/ tujuan/ kepentingaal pertimbangan tentang perlunya
ditetapkan keputusan ini.

3) Diisi peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum
pengeluaran keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggr

4) Diisi nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk
kepegawaian/ anggota.

5) Diisi jumlah kerugian daeratr (apabila pihak merugikan telah
melakukan sebagian pembayaran nilai dikurangi dengan jumlah
yang telah diterima pemda).

6) Diisi jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan
terjadinya kerugian daeratr.

7l Diisi daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat
diiadikan jaminan pengembalian kerugian daeratr.

8) Diisi nama Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang
menangani urusan piutang/ utang negara di daerah.
Diisi nama
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F. SURAT PENAGIHAN ATAS KERUGIAN DAERAH BERDASARKAN
SKTJM dan SKP2K

KOP PEMERINTAH DAERAH

1)

Nomor
Lampiran
Perihal

.....21
... .........3)
Surat Tagihan

Kepada
Yth....................4)

i: s)

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami,
saudara memiliki kewajiban tuntutan ganti Kerugian Daerah sebesar
Rp (.......dengan huruf.......), yang sudatr dibayarkan
sebesar Rp.........7) (........dengan huruf.......), sehingga sisa kewajiban
yang masih harus saudara penuhi sebesar Rp.......8) (.....dengan
huruf......) sesuai dengan SKTJM/SI<PZK No...........e) yang
salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta saudara untuk segera melunasinya
dengan melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah
Pemerintah........10) melalui .......11) paling lambat tanggal... ....t21
sebesar Rp........ra) {......dengan huruf......) sesuai dengan
SKTJM/ SKP2K No..... .. t+)'

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatian kami
sampaikan terimakasih.

151

Kepala Perangkat Daerah........... 16l

(......nama.....)

Tembusan disampaikan kepada:
..... 17)

Arsip

Petunjuk Pengisian:
1) Diisi nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
2) Diisi nomor surat.
3) Diisi jumlah lampiran [iika ada).
4) Diisi nama pihak yang merugikan / yursbertanggungiawab.
5) Diisi alamat lengkap pihak yang merugikan/

bertanggungiawab.
6) Diisi jumlah Kerugian Daerah yang terjadi.
7) Diisi jumlah Kerugian Daerah yang sudah dibayarkan.

Diisi Daeratr masih harus

yang
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9) Diiisi nomor SKTJM/SKP2K.
L0) Diisi nama Pemerintah Daerah.
L 1) Diisi pilihan metode/ tempat pembayaran, apakah ke bank,

bendahara penerimaan atau Lembaga keuangan bukan bank yang
ditunjuk (apabila ke bank dilengkapi dengan nomor rekening).

12) Diisi tanggal waktu pembayaran.
t3) Diisi jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan dokumen.
1.4) Diiisi nomor SKTJM/SKP2K.
t5) Diisi nama tempat dan tanggal surat ditandatangani.
t6) Diisi nama SKPD dimana yang menjalankan fungsi SKPKD.
LZI Diisi Perwakilan Kementerian Keuangan yang menjalani urusan

piutang/ utang negaraf daerah di daeratr, dan mejelis (apabila
berdasarkan SKP2K), SKPD yang membidangi fungsi pengawasan,
SKPD dimana yang bersanglrutan ditemDatkan.
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G. SURAT PENAGIHAN ATAS KERUGIAN DAERAH BERDASARKAN
SKP2KS

KOP PEMERINTAH DAERAH

r)
,

Nomor
Lampiran
Perihal

2l

3)

Surat Tagihan

Kepada
Yth....................4)
di-

s)

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami,
saudara memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar
Rp..............6) (.......dengan huruf.......), sesuai dengan SKP2KS
No... ........71 yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat
ini.

Untuk itu, kami meminta saudara untuk melakukan
pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah........8)
melalui .......e) sebesar Rp........to) (......dengan huruf......) sesuai
dengan SKTJM/SKP2K No....... 1 1).

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatian kami
ucapkan terimakasih.

t2l

Kepala Perangkat Daerah........... 13)

(......nama.....)

Tembusan disampaikan kepada:
14)

Arsip
Petunjuk Pengisian:
1) Diisi nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
2l Diisi nomor surat.
3) Diisi jumlah lampiran (fika ada).
4l Diisi nama pihak yang merugikan / yaurtg bertanggungiawab.
5) Diisi alamat leng[ap pihak yang merugikan/ yang

bertanggungjawab.
6) Diisi jumlah kerugian daerah yang terjadi.
7) Diiisi nomor SKP2KS.
8) Diisi nama pemerintah daerah.
9) Diisi pilihan metode/ tempat pembayaran, apakah ke bank,

bendatrara penerimaan atau Lembaga keuangan bukan bank
yang ditunjuk (apabila ke bank dilengkapi dengan nomor
rekening).

1 Diisi harus berdasarkan dokumen.
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11) Diiisi nomor SKTJM/SI<P2K.
12) Diisi narna tempat dan tanggal surat ditandatangani.
13) Diisi dengan n€rma SKPD dimana yang menjalankan fungsi

SKPKD
14) Diisi Penvakilan Kementerian Keuangan yang menjalani urusan

piutang/ utang negaraf daerah di daeratr, dan mejelis (apabila
berdasarkan SKP2K), SKPD yang membidangi fungsi

SKPD dimana tan
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H. SURAT KETERANGAN LUNAS

KOP PEMERINTAH DAERAH

SURAT KETERANGAN LUNAS
NO:........ .......1)

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Badan/
Dinas. ........21dengan ini menyatakan bahwa tuntutan ganti kerugian
daerah terhadap:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Alamat :

Sebagaimana tercantum dalam SKTJM/ SKPK2KS/ SKP2K
No............4) dinyatakan telah dibayar lunas sejumlah Rp.......s)
(.......dengan huruf.......).

Selanjutrya, bersama ini juga kami kembalikan dokumen
kepemilikan/ asset yang telah dijadikan dijaminkan telah dilakukan
sita jaminan sebagaimana tercantum SKTJM/ SKPK2KS No........6)
dengan rincian sebagai berikut:

No Uraian No. Bukti Lokasi Keteransan

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan benar untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

7l

Kepala Perangkat Daerah. 8)

(......nama.....)
Tembusan disampaikan kepada:

......e)

Yang bersangkutan
Arsip

Petunjuk Pengisian:
1) Diisi nomor surat.
2) Diisi nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
3) Diisi identitas pihak yang merugikan.
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4l Diisi nomor SKTJM/ SKP2KS/ SKP2K.
5) Diisi jumlah uang yang telah dibayarkan.
6) Diisi nomor SKTJM/ SKP2KS/ SKP2K.
7) Diisi nama tempat dan tanggal surat ditandatangani.
8) Diisi nama SKPD dimana yang menjalankan fungsi SKPKD.
9) Diisi pihak yg diberi tembusan: Bupati, BPK, Kantor Perwakilan

Kementerian Keuangan yang menangani urusan piutang/ utang
negara di daerah, SKPD yang membidangr fungsi pengawasan,
SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, yang
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I PUTUSAN SIDANG MAJELIS PERBUATAN MELANGGAR HUKUM
ATAU KEI.,ALAIAN PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU
PF^IABAT LAIN

KOP SEKRETARIAT DAERAH

PUTUSAN SIDANG MAJELIS
Nomor

Pada hari ini tanggal ..... bulan tahun dua ribu
kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti
Rugr Kabupaten Purworejo yang dibentuk dengan Surat Keputusan
Bupati Purworejo tanggal ....... Tahun ...... Nomor Tahun .......
telah melakukan Rapat/Sidang Majelis yang antara lain juga dihadiri
oleh (perwakilan SKPD), serta oleh
(Penanggungiawab kerugian daerah), dalam rangka pembahasan atas
Kerugian Daerah yaitu:
1. Kekurangan uang sejumlatr Rp... .akibat..
2. Kekurangan surat berharga senilai Rp.........
3. Kekurangan Barang Milik daeratr senilai Rp.

yaitu
Dengan Penanggungiawab kerugian daerah Kerugian Daerah

Nama
NIP
Pangkat / Gol.
Jabatan
Alamat Kantor
Telp.
Alamat Rumah
Telp.

Dasar Hukum :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

2. Peraturan Pemerintatr Nomor 19 Tatrun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Tuntutan Ganti Kerugian Negara/ Daerah terhadap Pegawai
Negeri Bukan Bendatrara atau Pejabat Lain

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 Tentang
Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Barang Terhadap Pegawai
Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 23 Tahun 2016
tenta4g Tuntutan Perbendaharan dan Ganti Kerugian Daerah
(Lembaran Daerah Kaupaten Rrr^worejo Tahun 2OlG Nomor 23
Seri E Nomor 18);
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wawancara
terhadap pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh
hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya
Kerugian Daeralr (*), keterangan/pendapat dari narasumber yang
kompeten (*), hasil pemeriksaan bukti yang disampaikan, serta
dengan memperhatikan:
1. Laporan Hasil Pemeriksaan TPKD tanggal Nomor

pada saat pemeriksaan SKPD yang
menyatakan bahwa terdapat kekurangan uang/surat berharga
dan atau barang milik daeratr senilai Rp.......... .

2. Surat Kepala SKPD

ffi il; d#;*fii. lTJ,ff 5ffi%tffi:{:XH JH:ff*
Menimbang: Kerugian Daerah diajukan dalam sidang Majelis atas

alasan penanggung jawab kerugian daerah tersebut
bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau
kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau
Pejabat Lain.

Memutuskan: Menyetujui/tidak menyetujui (") laporan hasil

tanggal Nomor

pemeriksaan ulang oleh TPKD,
membebankan/membebaskan(*) Kerugian
atas penanggungiawab Kerugian Daerah yaitu :

sehingga
Daerah

Nama
NIP
Pangkat I Gol.
Jabatan
Alamat Kantor
Telp.
Alamat Rumah
Telp.

berupa kekurangan uang/surat berharga atau Barang Milik Daerah
senilai Rp......

Putusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal

KETUA MAJELIS
PERTIMBANGAN

PENYELESAIAN KERUGIAN
DAERAH KABUPATEN

PURWORE.IO,

(Nama kngkap Ketua Majelis
dengan gelar, pangkat, dan NIP)

coret tidak
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J. PUTUSAN SIDANG MAJELIS KARENA PIHAK YANG
MERU GIKAN / PENGAMPU /YANG MEMPEROLEH HAK / ALLLI WARI S
DII{YATAKAN WANPRESTASI ATAS PENYELESAIAN KERUGIAN
DAERAH YANG TELAH DIKELUARKAN SKTJM

oIeh........ (perwakilan SKPD), serta oleh

Pada hari ini tanggal ..... bulan tahun dua ribu
kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti
Rugr Kabupaten Purworejo yang dibentuk dengan Surat Keputusan
Bupati Purworejo tanggal ....... Tahun ...... Nomor Tahun .......
telah melakukan Rapat/Sidang Majelis yang antara lain juga dihadiri

KOP SEKRETARIAT DAERAH

PUTUSAN SIDANG MA.]ELIS
Nomor

(Penanggungiawab kerugian daeratr), dalam rangka pembahasan atas
Kerugian Daerah yaitu :

1. Kekurangan uang sejumlah Rp... .....akibat
2. Kekurangan surat berharga senilai Rp..... akibat.
3. Kekurangan Barang Milik daerah senilai Rp...... ...akibat.....

Dengan Penanggungiawab Kerugian Daerah yaitu :

Nama :............
NIP
Pangkat / Gol.
Jabatan
Alamat Kantor
Telp.
Alamat Rumah
Telp.

Dasar Hukum :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OL9 tentang Pengelolaan
Keuangan Daeratr;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daeratr;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2Ot6 tentang Tata Cara
Tuntutan Ganti Kerugian Negara/ Daerah terhadap Pegawai
Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat L,ain

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 Tentang
Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Barang Terhadap Pegawai
Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 23 Tahun 2016
tentang Tuntutan Perbendaharan dan Ganti Kerugian Daerah
(Lembaran Daeratr Kaupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 23
Seri E Nomor 18);

q ,ii

1

xt

t
,? 10 9

I
U

t
7

ft
:t I A

2

b
,l,(

48

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.57&t=9


t

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan pernyataan
penyerahan barang jaminan serta dengan memperhatikan bahwa
kerugian daeratr diajukan dalam sidang majelis ata.s alasan pihak
Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris
dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang
telah dikeluarkan SKTJM.

Memutuskan bahwa(**):
1. Menyerahkan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi

yang menangani pengurusan piutan g negara / daerah;
2. Memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K.

Atas Kerugian Daerah yaitu kekurangan uang/surat
berharga /barang milik daeralr sebesar Rp........ dengan
Penanggungiawab kerugian daerah Kerugian Daerah yaitu :

Putusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Nama
NIP
Pangkat / Gol.
Jabatan
Alamat Kantor
Telp.
Alamat Rumatr
Telp.

*) coret yang tidak perlu

Ditetapkan di Purworejo
pada tanegal

KETUA MA.JELIS
PERTIMBANGAN

PEI.TYELESAIAN KERUGIAN
DAERAH

KABUPATEN PURWORRIO,

(Nama Lengkap Ketua Majelis
dengan gelar, pangkat, dan NIP)
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K. PUTUSAN SIDANG MA"IELIS KARENA PENERIMAAN ATAU

KEBERATAN PIHAK YANG MERU GIKAN / PENGAMPU /YANG
MEMPEROLEH HAK/AHLI WARIS ATAS PENERBITAN SKP2KS

1

akibat.

KOP SEKRETARIAT DAERAH

PUTUSAN SIDANG MA.JELIS
Nomor: ............

yaitu:
uang

.akibat.
surat berharga

Mitik

sejumlah

senilai RP.....

daerah senilai

Rp.....
2. Kekurangan

3. Kekurangan
Rp....

Nama
NIP
Pangkat / Gol.
Jabatan
Alamat Karttor
Telp.
Alamat Rumatt
Telp.

Barang
.akibat...

Dengan Penanggungiawab kerugian daerah yaitu :

n

2

Dasar Hukum :

t. piratural Pemerintah Nomor 12 Tatrun 2OL9 tentang Pengelolaan

3.

Keuangan Daerah;
Peratuian Pemerintah Nomor 19 Tatrun 2OL6 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Mil+ Negara/Pagrah;^^ - -
Pera:turan Pemerin"tah Nomoi gd fanun 2OL6 tentang Tala Cara
Tuntutan Gagti--Kerugian Negara/ Daerah terhadap Pegawai
Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat L^ai1^ - -i"r?trt"tt Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 Tentang
i;;yA;*irn t"nt"tan Gantf Kerugian Barang Terhadap Pegawai
tteglri Bukan Bendahara atau Pei{at Lain; - .
Per?turan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahula 2O2O tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Dairah Kabupaten Purworejo Nomor 23 Tahun 2016
6t"rt Tuntutan Perb6ndaharan dan Ganti Xgryqq] Daerah
iG*Uir"" Daerah Kaupaten Purworejo Tahun 2oL6 Nomor 23
Seri E Nomor 18);
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atas
1. laporan hasil pemeriksaan TPKD;
2. laloran mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
3. bukti-bukti yang diserahkan;
4. keterangan pihak yang Merugikan/Pengampg/Y3,ns. Memperoleh

Hak/Ah-[i Wdris aariTatau pihdk yang mengeta]rui terjadinya
Kerugian Daerah;

5. keterEngan/pendapat dari narasuq-rber -yang qemittli keahlian
tertentu- sdrta dengan memperhatikan batrwa kerugian daerah
diajukan dalam siEang majelis atas alasan . penerimaan atau
keSeratan pihak yang-merugikanTpglrgampu lyxrg memperoleh
hak/ahli waris atas penerbitan SKP2KS.

Memutuskan bahwa:
1. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya,

menerima/menolak sebagian keberatan _ (J q.F. -Pihak _yang
Merugikari/pengampu/yang M9qperglg!^_ Hak/Ahli Waris
Memutuskhn pe-rtinibangan penerbitan SKP2K;

2. meminta TPKD untuk rn-elakukan pemeriksaan ulang;
3. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian Kerugian

Daerah;
4. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat

berharga, dan/-atau Barang Milik Daerali-- -5. memuiuskan pertimbangan penerbitan SKP2K.

Atas Kerugian
berharga /bararrg
Penanggungiawab
Nama
NIP
Pangkat / Gol.
Jabatan
Alamat Kantor
Telp.
Alamat Rumah
Telp.

Daerah yaitu kekurangan uang/surat
milik daeratr sebesar Rp..... dengan
Kerugian Daerah yaitu :

(/t

Putusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal

KETUA MA.JELIS PERTIMBANGAN
PEI.IYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

KABUPATEN PURWORB.IO,

(Nama Lengkap Ketua Maj g!i_s_ dengan
gelar, pangftat, dan NIP)

coret tidak
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